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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam 
uang non kontraktual dengan jaminan benda bergerak, untuk mengetahui perlindungan 
hukum yang proporsional bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang 
non kontraktual dan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. 
Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu 
data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan, wawancara dan observasi, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang 
non kontraktual dengan menggunakan jaminan benda bergerak sudah sesuai dengan 
undang-undang, asalkan keduanya sepakat dan dengan iktikad baik. Perlindungan 
hukum yang proporsional bagi para pihak yaitu dengan adanya perlindungan baik 
preventif maupun represif. Masalah yang ditimbulkan akibat adanya perjanjian 
tersebut, seperti debitur yang tidak membayar pinjaman tepat waktu, sudah jatuh 
tempo namun beralasan belum punya uang, merasa sudah membayar namun dianggap 
belum membayar oleh kreditur, jaminan benda bergerak yang sudah digunakan 
kreditur walaupun debitur belum dinyatakan wanprestasi atau pailit, dan jaminan 
benda bergerak yang tidak terawat dengan baik ketika berada di tempat kreditur. 
 




The purpose of this research is to investigate the implementation of the agreement of 
non-contractual lending and borrowing money to bail moving objects, to determine 
the legal protection that is proportional to the parties in the agreement of non-
contractual lending and borrowing money and to know the problems that arise. The 
method used in this research is empirical juridical with descriptive research. The data 
source consists of primary data, from interviews and secondary data, consist of legal 
data primary, secondary and tertiary. Data were collected from literature study, 
interview and observation. Then the data were analyzed qualitatively. The results of 
the research showed that the implementation of the agreement non-contractual lending 
and borrowing money by using collateral moving objects are in accordance with the 
law, as long as both parties agree with a good faith. Appropriate legal protection for 
both parties is there is a protection of both preventive and repressive. There are some 
problems caused by the existence of the agreement, such as debtors who do not pay 
the loan on time, have past the time limit but make reasons that not have any money, 
was already paid but was deemed not yet paid by the creditor, collateral moving 
objects that have been used by the creditors even if the debtor has not been declared in 
default or bankruptcy, and the guarantee of moving objects that are not well 
maintained when in the creditors place. 
 




Pada dasarnya suatu perjanjian/kontrak harus memenuhi syarat-syarat 
sahnya suatu perjanjian yaitu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Dengan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka suatu perjanjian 
menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, di 
mana dalam pinjam meminjam uang. Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang 
akan merancang suatu kontrak tentu saja yang paling dibutuhkan adalah 
kesepakatan para pihak karena kesepakatan inilah yang menjadi tumpuan utama 
lahirnya suatu kontrak. Kesepakatan para pihak dalam kontrak dapat diwujudkan 
dalam berbagai cara, salah satunya adalah penandatanganan kontrak.
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Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara lisan maupun tertulis 
dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai 
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2
 
Kontrak dapat juga dilakukan secara lisan dan bisa disebut sebagai 
perjanjian non-kontraktual. Perjanjian non-kontraktual ini sudah sangat umum, 
begitu juga menurut Stewart Macaulay, menyatakan bahwa dalam beberapa 
situasi, kontrak tidaklah dibutuhkan. Sering kali hanya berfungsi seperti alat-alat 
yang lain. Kebanyakan masalah bisa diselesaikan dengan usaha sedikit katrena 
adanya sedikit niat baik dari penjual maupun pembeli, meskipun kedua belah 
pihak gagal dalam memenuhi kesepakatan, masalah tidak muncul karena adanya 
niat baik diantara kedua belah pihak.
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Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: 
“Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Dengan mengatakan 
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan iktikad 
baik, di mana para pihak agar perjanjian dilaksanakan dengan adil dan jujur, dan 
ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar apa yang dimaksudkan 




Utang piutang dengan secara lisan bukanlah hal yang asing ditelinga 
semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah satu ini. Utang piutang 
merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainya dan objek yang 
diperjanjiakan pada umumnya uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan 
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.
5
 Akan tetapi 
tentu tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Boleh jadi debitur “ingkar 
secara sukarela menepati pelaksanaannya. Keinginan debitur inilah yang memberi 
hak kepada kreditur. Untuk memaksa debitur melaksanakan prestasi. Tentu tidak 
main hakim sendiri.
6
 Di sinilah dapat menimbulkan wanprestasi. Untuk 
menanggulangi jika ada wanprestasi dan melindungi pihak kreditur maka perlu 
adanya jaminan, jaminan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. 
Jaminan utang dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur atas 
pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, di mana hal ini 
terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir 
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Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, 
yaitu kata sepakat, kecakapan, sesuatu hal dan sebab yang halal, sebagaimana 
ditentukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 
tersebut tidak satupun syarat yang mengharuskan perjanjian harus dilakukan 
secara tertulis. Namun dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian 
tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum. 
Perjanjian secara lisan memang tidak dilarang menurut ketentuan syarat 
sahnya perjanjian, namun tidak ada yang menjamin perlindungan hukum, karena 
hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Perjanjian non-
kontraktual akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila para pihak tidak 
melakukan perjanjian itu dengan iktikad baik, karena tidak ada yang dapat 
dijadikan dasar/bukti kontraktualnya. 
Masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 
pinjam-meminjam uang non kontraktual dengan jaminan benda bergerak di 
Sragen? (2) Bagaimana perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak 
dalam pinjam meminjam uang non kontraktual? (3) Masalah-masalah apa yang 
timbul dari pelaku perjanjian uang non kontraktual? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 
pinjam-meminjam uang non kontraktual dengan jaminan benda bergerak di 
Sragen (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang proporsional bagi para 
pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang non kontraktual (3) Untuk 




Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis 
penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara 
dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis 
secara kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Non Kontraktual dengan 
Jaminan Benda Bergerak di Sragen  
Berdasarkan hasil wawancara pihak kreditur Mbak Mita pada tanggal 4 
Februari 2016 pukul 11.10 WIB, maka dapat dilakukan analisis, bahwa 
Pelaksanaan perjanjian di Sragen tersebut dilakukan secara lisan atau Non 
kontraktual, di mana berdasarkan asas iktikad baik perjanjian secara lisan 
diperbolehkan, asal persetujuan dilakuakan dengan iktikad baik, yakni seperti 
yang termuat dalam Pasal 1338 ayat 3 “persetujuan harus di laksanakan dengan 
iktikad baik”. 
Sementara itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Menurut Stewart Macaulay dalam berbagai situasi, kontrak tidak 
dibutuhkan, sering kali hanya berfungsi sebagai alat-alat lain. Dan secara rasional 
dari transaksi dengan kesepakatan/syarat yang dirumuskan dengan hati-hati. 
Sehingga tidak perlu adanya suatu bukti apapun dari para pihak, dan sudah 
dianggap sebagai suatu perjanjian jadi para pihak menurut Pasal 1338 harus saling 
menepati apa yang telah dijanjikan. Serta perjanjian tersebut tidak dapat ditarik 
kembali, kecuali kedua belah pihak sepakat atau karena alsan-alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu 1338 ayat (2). 
Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan telah sesuai dan secara hukum 
sudah sah, karena sudah memenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian. Syarat-
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syarat suatu perjanjian terdapat  pada Pasal 1320: (1) Sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya (2) Cakap membuat suatu perjanjian, (3) Mengenai suatu 
hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal. Mereka sama-sama sepakat dalam 
perjanjian yang dibuat, dan mereka dirasa telah cakap dan telah cukup umur.  
Mengenai pembuatan perjanjian para pihak telah sepakat serta pembuat 
perjanjian sama-sama setuju dengan apa yang mereka janjikan tersebut dimana 
subyek perjanjian adalah orang. Dan orang tersebut telah dinyatakan cakap 
membuat perjanjian, yaitu telah dewasa, dan akal pikiranya sehat. Dan suatu hal 
tertentu, mereka memperjanjikan uang, tersebut untuk digunakan sebagai 
penambahan modal. Entah dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang kecil 
untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana termasuk dalam  sebab yang 
halal. Dalam lingkup hukum perdata, kesepakatan dilakukan dalam suatu janji 
secara lisan sama saja dengan suatu perikatan yang dimana setiap pihak memiliki 
hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk 
menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan 
itu.  
Perjanjian hutang piutang non kontraktual yang dilaksanakan di sragen 
tersebut merupakan perjanjian perorangan dimana bukan lembaga-lembaga resmi 
atau bank resmi yang memberikan pinjaman, bahkan tidak ada ijin resmi yang 
dimiliki oleh kreditur tersebut.  Berdasarkan keputusan  menteri keuangan 
Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tatacara 
pelaksanaan lembaga pembiayaan Pasal 10 angka 1 menyebutkan bahwa untuk 
melakukan usaha lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan bukan bank 
wajib memiliki ijin usaha dari Menteri. Sebagaimana perjanjian hutang- piutang 
yang dilaksanakan di Sragen itu merupakan lembaga pembiyaan yang tidak resmi 
ataupun bisa disebut illegal. Karena belum memiliki izin usaha dari pemerintah 
7 
dan juga perjanjian tersebut tidak memiliki alat bukti tertulis dan hanya dilakukan 
perorangan saja. 
Perjanjian utang piutang yang dilakukan di Sragen dengan jaminan benda 
bergerak, dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan baik. Bahkan tidak 
sedikit pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban membayar hutang nya. Untuk 
menjamin jika debitur cidera atau pailit, maka jaminanlah yang dapat menjamin 
untuk menggantikan hutangnya. Namun pihak kreditur seringkali memakai barang 
jaminan tersebut setelah debitur dinyatakan tidak dapat memenuhi kewajibanya. 
Padahal seharusnya jaminan tersebut di gadaikan, dan minimal dilelang di muka 
umum, serta pada umumnya bunga yang diberikan kreditur sanggat tinggi, 
sehingga debiturpun banyak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. 
Singkatnya, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang non 
kontraktual di Sragen, menggunakan jaminan berupa benda bergerak seperti 
sepeda motor, cincin, kalung yang mana benda bergerak itu diberikan oleh debitur 
kepada kreditur, jika hutang yang di ajukan oleh debitur dalam jumlah yang besar. 
Pelaksanaan pinjam meminjam uang non kontraktual di Sragen, sudah sesuai 
dengan undang-undang yang ada, di mana boleh saja dilakukan asalkan kedua 
belah pihak sepakat, Yakni debitur dan kreditur sepakat mengenai jumlah 
pinjaman, jangka pelunasan, serta berupa bunga yang harus dibayarkan. Seperti 
yang dimuat dalam Pasal 1338 ayat 3 di mana “persetujuan harus dilaksanakan 
dengan iktikad baik”. 
 
Perlindungan Hukum yang Proporsional bagi Para Pihak dalam Perjanjian 
Pinjam Meminjam Uang Non Kontraktual dengan Jaminan Benda Bergerak 
di Sragen 
Perlindungan hukum sendiri ada dua, yaitu perlindungan hukum preventif 
dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang pertama yaitu 
8 
perlindungan hukum preventif, sebelum adanya perjanjian kreditur hanya melihat 
dari orangnya, apabila kenal dan saling percaya maka beliau meminjamkan uang 
tersebut. Beliau juga mempertimbangkan siapa-siapa saja yang boleh meminjam 
uang kepadanya, beliau meminjamkan uangnya kepada para debitur karena beliau 
mengetahui tempat tinggalnya, dan tempat berdagang nya, serta jika peminjaman 
merupakan salah satu keluarga beliau.
8
  
Perjanjian yang dilakukan masyarakat Sragen tersebut dilakukan secara 
lisan. Namun dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit berfungsi untuk menjamin 
pelunasan hutang debitur bila debitur wanprestasi atau pailit. Jaminan kredit akan 
memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan atau kreditur 




Perlindungan hukum represif dari hasil wawancara pada kreditur mbak 
Mita bahwa, setelah jangka waktu pembayaran habis maka jaminan yang telah 
dijaminkan dikembalikan apabila pihak debitur telah melunasi hutangnya. Serta 
apabila pihak kreditur tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu 
tersebut, maka jaminan yang telah dijaminkan dipakai dan dijual sendiri.
10
 
Perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak yang melakukan 
perjanjian non kontraktual dapat juga dengan saksi-saksi dimana dapat 
memperkuat argumen disetiap pihak, karena saksi-saksi tersebut yang mengetahui 
bagaimana proses perjanjian non kontraktual yang dilaksanakan oleh para pihak. 
Apalagi di daerah Sragen dimana masih ada yang melakukan transsaksi di pasar 
ataupun di rumah-rumah. Sehingga jika ada saksi setidaknya apabila terjadi 
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masalah dikemudian hari dapat dimintai untuk bukti bahwa ada suatu perjanjian 
yang diadakan kedua belah pihak.  
Alat-alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 1866 KUH Perdata yaitu 
berupa: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, pengakuan, sumpah. Bukti tulisan 
menempati urutan pertama karena pada umumnya bukti tulisan sengaja dibuat 
oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari apabila terjadi 
persengketaan mudah untuk mengungkapkan peristiwanya, tinggal menjunkkan 
tulisan tersebut. Adapun mengenai saksi, agak sulit untuk menggungkapkan 
ketika terjadi peristiwa perdata antara orang yang ada disekitarnya karena tidak 
begitu mengerti, berhubungan dengan peristiwa yang terjadi sebagai urusan 
pribadi. Orang yang ada di tempat kejadian baru bersedia datang dan melihat serta 
mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.
11
 
Singkatnya, perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak yaitu 
dengan adanya perlindungan preventif yakni sebelumnya dan represif yakni 
sesudahnya, di mana sebelum dan sesudah adanya perjanjian mereka telah 
melaksanakan dengan hati-hati. Perlindungan hukum preventif sendiri yakni dapat 
melindungi kreditur, di mana kreditur mempertimbangkan pekerjaan, jumlah 
penghasilan, dan tempat tinggalnya debitur, yang mana untuk mengetahui 
seberapa mampu debitur mengembalikan pinjaman yang akan dipinjamnya. 
Sedangkan perlindungan represif sendiri menggunakan jaminan benda bergerak 
milik debitur. Benda bergerak tersebut menjadi jaminan yang disimpan oleh 
kreditur jika nantinya terjadi wanprestasi atau debitur pailit. Eksekusi gadai harus 
dilaksanakan setelah debitur dinyatakan wanprestasi atau pailit untuk menjamin 
para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. 
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Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Uang Non Kontraktual dengan 
Jaminan Benda Bergerak di Sragen 
Adanya perjanjian hutang piutang non kontraktual tidak lepas dari 
permasalahan yang timbul akibat adanya perjanjian secara lisan atau non 
kontraktual tersebut, sebagaimana yang dirasakan oleh pihak kreditur Mbak  Mita 
pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 09.10 WIB  “Apabila pihak debitur tidak 
mengembalikan uang, beliau tidak bisa sepenuhnya meminta kepada debitur untuk 
mengembalikannya.” Seringkali debitur beralasan belum ada uang, uang masih 
untuk membiayai anak sekolah, mau membayar minggu depan namun juga sering 
kali tidak dipungkiri mereka tidak membayar hutangnya seperti yang dijanjikan. 
12
 
Upaya yang dilakukan dalam perjanjian hutang-piutang non kontraktual di 
Sragen, perundingan awal dilakukan secara baik-baik, yakni dengan menagih 
ataupun mendesak debitur agar membayar hutangnya. Namun seringkai tidak 
berhasil, dan debitur selalu beralasan walaupun begitu kreditur tidak bosan 
menagih uang yang di pinjamnya, agar debitur tidak selalu mengingkarinya. 
Apabila langkah secara baik-baik tidak juga berhasil, mereka melakukan 
musyawarah dengan keluarga, seringkai keluarganya tidak mau tau jika debitur 
terjerat hutang karena dari awal debitur tidak meminta persetujuan dari pihak 
keluarganya.  
Adanya jaminan kreditur dapat memperoleh hak apabila pihak debitur 
pailit atau wanprestasi. Sehingga kreditur dapat menggunakan barang sesuai 
keinginannya, bahkan sebelum jatuh tempo pelunasan kreditur barang tersebut 
sudah digunakan tanpa sepengetauan debitur. Bahkan ada yang digadaikan 
mamupun dijual dengan berbagai alasan bahwa debitur dinyatakan pailit, untuk 
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penambahan modalnya, maupun di saat belum jatuh tempo si kreditur sudah 
menggunakannya.  
Kreditur yang seenaknya menarik hutang padahal dia sendiri lupa bahwa 
debitur telah membayar sebelumnya. seringkali kreditur merasa bahwa dirinya 
yang paling benar, ataupun catatan dibukunya yang paling lengkap. Kebanyakan 
yang paling berkuasa adalah kreditur dimana krediturlah yang mempunyai modal 
besar. Kreditur juga merasa memegang jaminan berupa benda bergerak dari 
debitur, sehingga kreditur paling merasa berkuasa untuk mendapatkan hak-haknya 
apabila diingkari nantinya oleh debitur. Terhadap debitur yang tidak mau 
mengakui apabila dia telah berhutang kepada kreditur, sehingga debitur/ kreditur 
disumpah agar mau mengakui. Namun pada kenyatannya debitur juga tidak 
kunjung mengakui jika dia mempunyai tanggungan hutang, karena memang 
kreditur tidak punya bukti yang rinci maka mau tidak mau kreditur pun rugi dan 
harus pasrah. Apabila pihak kreditur mempunyai jaminan yang dijaminkan debitur 
dia mempunyai bukti yang jelas bahwa debitur pernah menjaminkan untuk 
menjamin perjanjian yang mereka buat. 
Debitur menyerahkan jaminan tujuannya agar ada bukti bahwa beliau 
melakukan transaksi. Namun pada kenyataanya tanpa sepengetahuan debitur, 
kreditur telah menggunakan barang yang dijaminkan oleh debitur, padahal debitur 
masih aktif mencicil tagihan dan belum dianggap pailit atau wanprestasi. Maka 
kreditur beralasan bahwa ia memakai barang jaminan untuk menambah modalnya. 
Terkait dengan kreditur meminta pengembalian tidak sesuai dengan 
jangka waktu atau tempo yang telah ditentukan. Menutut Pasal 1759 KUH 
Perdata: Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah 
dipijamkanya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 
Sebagaimana di sebutkan pada Pasal tersebut bahwa seharusnya kreditur tidak 
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meminta pengembalian sebelum lewat jangka waktu yang telah ada dalam 
perjanjian yang disepakati. Namun kreditur beralasan bahwa modalnya habis, 
sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari kurang.  
Singkatnya, perjanjian hutang piutang non-kontraktual tidak lepas dari 
berbagai masalah yang ditimbulkan akibat adanya perjanjian tersebut, seperti 
halnya (a) Debitur yang tidak membayar pinjamanya tepat pada waktunya; (b) 
Debitur yang jatuh tempo waktu pembayaran, namun beralasan belum memiliki 
uang karena digunakan untuk keperluan yang lain, (c) Debitur merasa sudah 
membayar, namun dianggap belum membayaran oleh kreditur, (d) Jaminan benda 
bergerak yang terkadang digunakan kreditur walaupun debitur belum dinyatakan 
wanprestasi atau pailit, dan (e) Jaminan benda bergerak yang tidak terawat dengan 
baik ketika berada di tempat kreditur. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Pertama, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang non kontraktual 
di Sragen, menggunakan jaminan berupa benda bergerak seperti sepeda motor, 
cincin, kalung yang mana benda bergerak itu diberikan oleh debitur kepada 
kreditur, jika hutang yang diajukan oleh debitur dalam jumlah yang besar. 
Pelaksanaan pinjam meminjam uang non kontraktual di Sragen, sudah sesuai 
dengan undang-undang yang ada, di mana boleh saja dilakukan asalkan kedua 
belah pihak sepakat, yakni debitur dan kreditur sepakat mengenai jumlah 
pinjaman, jangka pelunasan, serta berupa bunga yang harus dibayarkan. Seperti 
yang dimuat dalam Pasal 1338 ayat 3 di mana “persetujuan harus dilaksanakan 
dengan iktikad baik”. 
Kedua, perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak yaitu 
dengan adanya perlindungan preventif yakni sebelumnya dan represif yakni 
sesudahnya, di mana sebelum dan sesudah adanya perjanjian mereka telah 
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melaksanakan dengan hati-hati. Perlindungan hukum preventif sendiri yakni dapat 
melindungi kreditur, di mana kreditur mempertimbangkan pekerjaan, jumlah 
penghasilan, dan tempat tinggalnya debitur, yang mana untuk mengetahui 
seberapa mampu debitur mengembalikan pinjaman yang akan dipinjamnya. 
Sedangkan perlindungan represif sendiri menggunakan jaminan benda bergerak 
milik debitur. Benda bergerak tersebut menjadi jaminan yang disimpan oleh 
kreditur jika nantinya terjadi wanprestasi atau debitur pailit. Eksekusi gadai harus 
dilaksanakan setelah debitur dinyatakan wanprestasi atau pailit untuk menjamin 
para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. 
Ketiga, perjanjian hutang piutang non-kontraktual tidak lepas dari berbagai 
masalah yang ditimbulkan akibat adanya perjanjian tersebut, seperti halnya (a) 
Debitur yang tidak membayar pinjamanya tepat pada waktunya; (b) Debitur yang 
jatuh tempo waktu pembayaran, namun beralasan belum memiliki uang karena 
digunakan untuk keperluan yang lain, (c) Debitur merasa sudah membayar, 
namun dianggap belum membayar oleh kreditur, (d) Jaminan benda bergerak yang 
terkadang digunakan kreditur walaupun debitur belum dinyatakan wanprestasi 
atau pailit, dan (e) Jaminan benda bergerak yang tidak terawat dengan baik ketika 
berada di tempat kreditur. 
 
Saran 
Setelah kesimpulan yang penulis uraikan, penulis akan memberikan 
beberapa saran mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang non 
kontraktual dan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak di sragen, 
sebagai berikut: 
Pertama, bagi para pihak, mengenai pelaksanaan perjanjian hutang 
piutang sebaiknya apabila melakukan perjanjian hutang piutang lebih baik 
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melakukan perjanjian secara tertulis. Tujuannya apabila di kemudian hari terjadi 
suatu sengketa bisa menjadi bukti. 
Kedua, bagi pemberi kredit, alangkah baiknya apabila melakukan 
perjanjian utang-piutang hendaknya menggunakan jaminan khusus milik debitur, 
agar apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya barang tersebut dapat 
dicairkan untuk melunasi hutangnya. Fungsinya jaminan kebendaan tersebut bisa 
memberikan perlindungan hukum pihak kreditur.  
Ketiga, bagi lembaga pemberi kredit, atau yang mendirikan usaha di 
bidang pengkreditan, hendaknya dalam mendirikan usahanya alangkah baiknya 
jika dilakukan secara legal dan tertulis dari pihak yang berwenang. 
Keempat, bagi masyarakat luas, seharusnya perjanjian non konraktual 
yang dilakukan di Sragen, hendaknya mendatangkan saksi apabila hendak 
melakukan perjanjian, agar apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa bisa 
memberi kesaksian perjanjian tersebut. 
Kelima, bagi pemerintah, terkait perlindungan hukum perjanjian hutang 
piutang non kotraktual, hendaknya para pihak dapat mempertimbangkannya dan 
pemerintah perlu mengadakan pengarahan, serta penyuluhan terkait praktik 
hutang piutang agar masyarakat lebih jeli dalam memilih tempat pengkreditan.  
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